
SALINAN 

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA KETERLAMBATAN 

PELAPORAN KELAHIRAN KEPADA MASYARAKAT KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang   :   a. bahwa untuk  meringankan  beban  masyarakat  Kota 
Surabaya akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), serta guna meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen 
kependudukan berupa Akta Kelahiran, serta  dalam rangka 

mewujudkan Gerakan Surabaya Sadar Administrasi 

Kependudukan yang telah dicanangkan melalui program 
Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi 

Kependudukan (Kalimasada) sebagaimana telah ditetapkan 

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 
188.45/318/436.1.2/2021 tentang Penetapan Perintisan 

Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi 

Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya, telah 

ditetapkan insentif berupa penghapusan sanksi 
administratif terhadap denda keterlambatan pelaporan 

kelahiran berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 

1 Tahun 2022; 

b. bahwa guna keberlanjutan proses pemberian insentif

berupa penghapusan sanksi administratif terhadap denda
keterlambatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, serta dalam rangka memperingati Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, maka perlu
ditetapkan kembali dengan Instruksi Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi
Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda

Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Kepada Masyarakat

Kota Surabaya.

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana  telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan 

Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 325); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 

tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan 

Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1764); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 498); 
 

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 
 

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 

 
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 

188.45/318/436.1.2/2021 tentang Penetapan Perintisan 

Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi 

Kependudukan (Kalimasada) Kota Surabaya. 
 
 
 

MENGINSTRUKSIKAN : 
 

Kepada :   Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                      

Kota Surabaya 
 

Untuk 
 

KESATU      :  Melakukan penghapusan sanksi administratif berupa denda 

keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap 

peristiwa : 
 

a. Kelahiran;  
 

b. Kelahiran WNI di luar negeri; dan/atau 

 
c. Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang. 
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KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada 
Walikota Surabaya. 

KETIGA : Instruksi Walikota Surabaya ini mulai berlaku efektif mulai 

tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 13 Juli 2022 

 WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Tembusan : 

 Yth. Sdr.  1.Sekretaris Daerah Kota Surabaya; 

2.Inspektur Kota Surabaya; 
3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 
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